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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL . {1 FEB N,
| -~ DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI
‘ Ab T NOMOR : 004/PAUD/OS/11/2020 ——
s Iy TENTANG ’ GI‘!‘T 1]
o OPENRT?(SL?:YA':;:ENYELENGGARMN PENDIDIKAN ANAK USIA DINF ~ = =5 =
BUSUN KN BUSTANUL ATHFAL XIl KASSI BULENG

TTIROWALIE, DESA KASS| BULENG, KECAMATAN SINJAI BORONG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,
Menim :
bang oA, l:\ahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan
diT:r‘:)ilLiiSIa pinl (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakal perlu

ik abn I.c'.‘ln Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usla Dinl (PAUD);
oniin erdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Ol Dal en  Sinjai  Nomor 421.9/13.6367/DPPOR/2015 lentang Perpanjangan |zin
Kzgrgls cg\al Pen!elanggaraan q:m Pengelolaan "TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL XII
e LENG" Desa Kassi Buleng, Kecamalan Sinjai Borong lelah habis masa
erlakunya sejak Tanggal 13 Januari 2018, sehingga perlu diterbitkan izin penyelenggaraan

pendidikan anak usia dini (PAUD) yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang
l;eriu dlle!apka? dengan Keputusan Kepala Dinas Penanamian Modal dan Pelayanan
erpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dinl (PAUD) * AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL XIl KASSI BULENG" Desa Kassi|
Buleng, Kecamatan Sinjai Borong;

; Mengingat + 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822),

e Ropank ot Tono 2005 emr . T oo oy oo

¥idchaaia Nomor 4301} u omor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

:‘:\Z%ara IRezubl:k I:ggg;asia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

nesia Nomor ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
:Rzpubhlf Irrzldoneszaoaga;hun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor :

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana lelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintalan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);

7.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

8. Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas Perglgran
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

ia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
(Lembaran Negara RePUle‘ Indo;:e;;a)
Republik Indonesia Nomor i

10 E:?:::Laran gemerinlah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan U“di“?“:"da;g ﬁzm

" 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republi ;350_3‘}
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor j
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670); :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelayanaan Perizinan Terpadu di Daerah; o
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1279);

Perat)uran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tgnlang Pepyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956); T

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 74);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);

19.  Peraturan Bupati Sinjai Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kewenangan Perizinan dan Non

Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10);

13.

14.

15.
16.
17.

18.

Memperhatikan : 1. Permohonan - TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL XIl KASSI BULENG Nomor
ABA/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 Perihal Permohonan Penerbitan lzin;
2. Akta Notaris Nomoar : 2, Tanggal 08 Agustus 2012 tentang Taman Kanak-Kanak Aisyiyah

Bustanul Athfal XIl Kassi Buleng yang disingkat TK Aisyiyah Bustanul Athfal XII Kassi
Buleng;

Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/289/DP, Tanggal 30
Desember 2019, Perihal Rekomendasi:

:157/TK-

MEMUTUSKAN

Menetapkan -
Kesalu : Memberikan |zin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak U
Nama lembaga

Alamat Lembaga

sia Dini (PAUD), Kepada :
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL XII KASSI BULENG

Dusun Mattiro Walie, Desa Kassi Buleng,

Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai

Penanggung Rosyani, S.Pd.l

Jawab
Kedua . lzin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud

pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 13 Desember
2022,

¢ Permohonan |zin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3
(tiga) bulan sebelum berakhirmya masa berlaku izin;

+ Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan
ketentuanperundang-undangan.

Keliga

Keempat

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tfangggl : 10 Februari 2020
a.n. BUPAT} JAI

KEPA[?A;

NIP S 197011§01990031002

Tembusan . ;
1. Bupali Sinjai di Sinjal (Sebagal Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan di Sinjal;

3. Camat Sinjal Borong,
4. Arsip;
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